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WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung

yang fungsional, andal, yang menjamin

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

kemudahan pengguna serta serasi dan selaras

dengan lingkungannya;

bahwa setiap Pemilik Bangunan Gedung atau

Pengguna Bangunan Gedung memiliki hak

jaminan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang

telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan

administratif dan teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4532);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015

tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

466);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor ll/PRT/M/2018

Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji

Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018

tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan

Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

917);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018

tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1737) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Nomor 27/PRT/M/2018

tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 83);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 40).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang seianjutnya disebut Walikota

adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Banjarmasin.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain

adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin

oleh camat.

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung

yang memenuhi persyaratan administratif dan

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan

Gedung yang ditetapkan.



9. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis Bangunan

Gedung.

10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang

seianjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk

Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah

Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

11. Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan

Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan

Gedung kepada Perangkat Daerah Penyelenggara SLF

untuk mendapatkan SLF.

12. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan

hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang

menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan

Gedung.

13. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik

Bangunan Gedung dan/ atau bukan Pemilik

Bangunan Gedung berdasarkan kesepakaan dengan

Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/

atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian

Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang

ditetapkan.

14. Perangkat Daerah Penyelenggara SLF adalah

perangkat daerah yang melaksanakan

penyelenggaraan SLF sesuai delegasi kewenangan dari

walikota.

15. Tim Ahli Bangunan Gedung yang seianjutnya

disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli

yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan

Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis

dalam proses penelitian dokumen rencana teknis

dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk

memberikan masukan dalam penyelesaian masalah

penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang

susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus



disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung

tertentu tersebut.

16. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG

yang disusun secara tertulis dan profesional terkait

dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan

Gedung baik dalam proses pembangunan,

pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran

Bangunan Gedung.

17. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan

usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum yang mempunyai setifikasi

kompetensi kerja kualifikasi ahli atau setifikat badan

usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas

kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

18. Pengawas Konstruksi adalah orang perorangan yang

mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum

yang mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk

melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi

Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

19. Manajemen Konstruksi adalah badan hukum yang

mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk

melaksanakan Manajemen Konstruksi Bangunan

Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

20. Pelaksana Konstruksi adalah orang perorangan yang

mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum

yang mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk

melakukan pelaksanaan konstruksi Bangunan

Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

21. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan

Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki

kompleksitas dan teknologi sederhana.

22. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan

Gedung dengan karakter tidak sederhana serta

memiliki kompleksitas dan/ atau teknologi tidak

sederhana.



23. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung

yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,

yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya

memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.

24. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disebut 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung

untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung

sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman

penyelenggaraan SLF bagi orang perorangan, badan

hukum, dan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan

Bangunan Gedung yang Laik Fungsi sesuai fungsi dan

klasifikasi Bangunan Gedung yang diselenggarakan

secara tertib untuk menjamin keandalan dan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan

Gedung.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a. penggolongan Bangunan Gedung dalam

penyelenggaraan SLF;

b. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;

c. penerbitan dan perpanjangan SLF; dan

d. pendanaan.



BAB II

PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG DALAM

PENYELENGGARAAN SLF

Pasal 4

(1) Penggolongan Bangunan Gedung dalam

penyelenggaraan SLF dibedakan berdasarkan:

a. kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung;

dan

b. kondisi Bangunan Gedung.

(2) Kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dibedakan atas:

a. Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai;

b. Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai;

c. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan khusus

hingga 5 (lima) lantai; dan

d. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Bangunan Gedung Khusus lebih dari 5 (lima)

lantai.

(3) Penggolongan Bangunan Gedung berdasarkan

kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

dalam:

a. persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

dan

b. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung.

(4) Kondisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dibedakan atas:

a. Bangunan Gedung baru; dan

b. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing).

(5) Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a merupakan:

a. Bangunan Gedung yang belum dimanfaatkan

sebelum serah terima akhir [final hand over),

dalam hal pelaksanaan konstruksi Bangunan

Gedung menggunakan penyedia jasa; atau

b. Bangunan Gedung yang belum dimanfaatkan

paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan



konstruksinya dinyatakan selesai sesuai dengan

1MB, dalam hal pelaksanaan konstruksi

Bangunan Gedung tidak menggunakan penyedia

jasa.

(6) Bangunan Gedung yang sudah ada (existing)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

merupakan:

a. Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan;

b. Bangunan Gedung yang telah dilakukan serah

terima akhir (final hand over) dalam hal

pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung

menggunakan penyedia jasa; atau

c. Bangunan Gedung yang telah terbangun lebih

dari 1 (satu) tahun dalam hal pelaksanaan

konstruksi Bangunan Gedung tidak

menggunakan penyedia jasa.

(7) Penggolongan Bangunan Gedung berdasarkan

kondisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) digunakan dalam:

a. tata cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Bangunan Gedung; dan

b. tata cara penerbitan SLF.

BAB III

PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi

Bangunan Gedung guna:

a. penerbitan SLF;

b. perpanjangan SLF;

c. penilaian tingkat keandalan Bangunan Gedung

pada masa pascabencana; atau

d. penilaian tingkat keandalan Bangunan Gedung

pada masa pemanfaatan Bangunan Gedung.



(2) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

guna penilaian tingkat keandalan Bangunan Gedung

pada masa pascabencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan

penerbitan atau perpanjangan SLF.

(3) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung guna

penilaian tingkat keandalan Bangunan Gedung pada

masa pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditindaklanjuti

dengan penerbitan atau perpanjangan SLF.

(4) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. penyedia jasa Pengawas Konstruksi atau

Manajemen Konstruksi;

b. penyedia jasa Pengkaji Teknis; atau

c. tim teknis dari Perangkat Daerah Penyelenggara

SLF.

(5) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh

penyedia jasa Pengawas Konstruksi atau Manajemen

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a dilakukan untuk Bangunan Gedung baru yang

pengawasan pelaksanaan konstruksinya

menggunakan penyedia jasa yang meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai;

b. Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai;

c. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Bangunan Gedung Khusus hingga 5 (lima) lantai;

dan

d. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Bangunan Gedung Khusus lebih dari 5 (lima)

lantai.

(6) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh

penyedia jasa Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk:

a. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing);

atau

b. Bangunan Gedung baru dengan kompleksitas

dan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) yang pengawasan pelaksanaan konstruksinya



dilakukan secara bertahap oleh lebih dari satu

penyedia jasa.

(7) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh

tim teknis Perangkat Daerah Penyelenggara SLF

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

dilakukan untuk:

a. Bangunan Gedung baru berupa rumah tinggal

tunggal dan rumah tinggal deret; atau

b. Bangunan Gedung yang sudah ada [existing)

berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal

deret.

Bagian Kedua

Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal6

(1) Persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

meliputi pemenuhan:

a. persyaratan administratif Bangunan Gedung; dan

b. persyaratan teknis Bangunan Gedung.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung

yang ditetapkan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibedakan berdasarkan penggolongan

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4.

(4) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan standar teknis.

Paragraf 2

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung



Pasal 7

(1) Persyaratan administratif Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

meliputi:

a. status hak atas tanah;

b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan

c. 1MB.

(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

a. surat bukti status hak atas tanah; atau

b. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan

tanah, apabila Pemilik Bangunan Gedung bukan

pemegang hak atas tanah.

(3) Status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:

a. surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung,

sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung

sarusun, atau sertifikat hak milik sarusun dan/

atau data Pemilik Bangunan Gedung dalam hal

Pengguna Bangunan Gedung merupakan Pemilik

Bangunan Gedung; atau

b. surat perjanjian pemanfaatan Bangunan Gedung

dalam hal Pengguna Bangunan Gedung bukan

merupakan Pemilik Bangunan Gedung.

(4) Pembuktian status kepemilikan Bangunan Gedung

berupa rumah susun milik dilakukan oleh

perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun.

(5) Pembuktian status kepemilikan Bangunan Gedung

berupa rumah susun sewa dilakukan oleh pemilik

rumah susun atau pengelola rumah susun.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Pasal 8

Persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a. persyaratan tata bangunan; dan

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.



Pasal 9

(1) Dalam hal Bangunan Gedung Khusus, selain

persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, ditambahkan persyaratan

teknis khusus sesuai fungsi Bangunan Gedung

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar teknis.

(2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Standar Nasional Indonesia; dan/ atau

b. standar internasional.

Pasal 10

(1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung;

b. persyaratan intensitas Bangunan Gedung;

c. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung; dan

d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

(2) Persyaratan peruntukan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kesesuaian fungsi Bangunan Gedung

dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah

kota, rencana detail tata ruang kota, dan/ atau

rencana tata bangunan dan lingkungan.

(3) Persyaratan intensitas Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. persyaratan kepadatan Bangunan Gedung;

b. persyaratan ketinggian Bangunan Gedung; dan

c. persyaratan jarak bebas Bangunan Gedung.

(4) Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. persyaratan penampilan Bangunan Gedung;

b. persyaratan tata ruang dalam; dan

c. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan Bangunan Gedung dengan

lingkungannya.

(5) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d



merupakan persyaratan izin lingkungan untuk

Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

meliputi:

a. persyaratan keselamatan;

b. persyaratan kesehatan;

c. persyaratan kenyamanan; dan

d. persyaratan kemudahan.

(2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. persyaratan struktur Bangunan Gedung;

b. persyaratan proteksi bahaya kebakaran;

c. persyaratan penangkal petir;

d. persyaratan keamanan dan keandalan instalasi

listrik untuk Bangunan Gedung yang dilengkapi

instalasi listrik; dan

e. persyaratan pengamanan bencana bahan peledak

untuk Bangunan Gedung kepentingan umum.

(3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. persyaratan si stem penghawaan;

b. persyaratan sistem pencahayaan;

c. persyaratan sistem air bersih;

d. persyaratan sistem pembuangan air kotor dan/

atau air limbah;

e. persyaratan sistem pembuangan kotoran dan

sampan;

f. persyaratan sistem penyaluran air hujan; dan

g. persyaratan penggunaan bahan Bangunan

Gedung.

(4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. persyaratan kenyamanan ruang gerak;

b. persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam

ruang;



c. persyaratan kenyamanan pandangan; dan

d. persyaratan kenyamanan getaran dan kebisingan.

(5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi:

a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam

Bangunan Gedung; dan

b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan

Bangunan Gedung.

(6) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a meliputi tersedianya fasilitas dan

aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi

setiap Pengguna Bangunan Gedung dan pengunjung

Bangunan Gedung yang harus mempertimbangkan

tersedianya:

a. sarana hubungan horisontal antarruang/

antarbangunan;

b. sarana hubungan vertikal antarlantai dalam

Bangunan Gedung; dan

c. sarana evakuasi.

Bagian Ketiga

Dokumen untuk Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Paragraf 1

Dokumen untuk Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan

Gedung Baru

Pasal 12

(1) Dokumen yang dibutuhkan untuk Pemeriksaan

Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung baru meliputi:

a. 1MB; dan

b. dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan

Gedung.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan

Gedung baru, selain dilengkapi dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan

dokumen pendukung lainnya.



Pasal 13

(1) 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf a meliputi:

a. dokumen 1MB; dan

b. rencana teknis Bangunan Gedung yang telah

disahkan.

(2) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. rencana teknis arsitektur Bangunan Gedung;

b. rencana teknis struktur Bangunan Gedung; dan

c. rencana teknis utilitas/ instalasi Bangunan

Gedung.

(3) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi

kompleksitas Bangunan Gedung berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf

b berupa gambar terbangun [as-built drawings).

(2) Gambar terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. gambar arsitektur terbangun;

b. gambar struktur terbangun; dan

c. gambar utilitas/ instalasi terpasang.

(3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung

Sederhana 1 (satu) lantai dan Bangunan Gedung

Sederhana 2 (dua) lantai, gambar terbangun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. dokumen rencana teknis apabila tidak ada

perubahan dalam pelaksanaan konstruksi; atau

b. gambar terbangun yang dibuat secara sederhana

dengan informasi lengkap apabila ada perubahan

dalam pelaksanaan konstruksi.

Pasal 15

(1) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:



a. dokumen ikatan kerja;

b. laporan pengawasan konstruksi Bangunan

Gedung;

c. rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. hasil pengujian material;

e. hasil pengetesan dan pengujian [testing and

commissioning) peralatan dan perlengkapan

Bangunan Gedung; dan/ atau

f. manual pengoperasian, pemeliharaan dan

perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan

perlengkapan Bangunan Gedung.

(2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi

kompleksitas Bangunan Gedung sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dokumen untuk Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan

Gedung yang Sudan Ada (Existing)

Pasal 16

(1) Dokumen yang dipersyaratkan untuk Pemeriksaan

Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada

[existing) meliputi:

a. dokumen administratif Bangunan Gedung; dan

b. dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan

Gedung.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan

Gedung yang sudah ada [existing), selain dilengkapi

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilengkapi dengan dokumen pemeliharaan dan

perawatan Bangunan Gedung dan/ atau dokumen

pendukung lainnya.

Pasal 17

(1) Dokumen administratif Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

a meliputi:




























































































































































































































































































































































